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P U T U S A N 

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

            Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili 

pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 17 September 1989 (umur 

32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.2, 

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota 

Jakarta Timur, semula sebagai Pemohon 

Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai 

Pembanding; 

                                      melawan 

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 26 Mei 1992 (umur 30 

tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan 

Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada Dedi Rizal Armidi, S.H., 

Advokat  Pengacara Kantor Advokat & Konsultan Hukum 

pada Kantor Hukum DEDI RIZAL ARMIDI, S.H. & 

PARTNERS, jalan Serayu 2 Blok F Nomor 541, Rt. 002 

Rw. 007, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi 

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 

Juni 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Bekasi Nomor 0852/Adv/VI/2022, legalisasi 

tertanggal 18 November 2022, semula sebagai Termohon 

Konpensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai 

Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

SALINAN 
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Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan 

banding; 

DUDUK PERKARA 

Memperhatikan   semua   uraian   yang   termuat   dalam    Putusan 

Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 11 

Oktober  2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi’ul Awal 1444 

Hijriyyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI 

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; 

DALAM KONPENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak 

satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan 

Agama  Bekasi; 

DALAM REKONPENSI 

1. Mengabulkan gugat Penggugat; 

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadlanah terhadap seorang 

anak Pemohon dan Termohon bernama (nama anak), tanggal lahir 11 

Desember 2014 ; 

3. Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat dengan Tergugat bernama 

(nama anak) sebesar Rp.3.000.000,00,- ( tiga juta rupiah ) setiap bulan 

diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mampu 

berdiri sendiri dengan kenaikan 10 % ( sepuluh persen) setiap Tahun; 

4.  Menghukum Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu 

dengan anak bernama (nama anak); 

5.  Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak bernama  

(nama anak) kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,00,- ( tiga juta 

rupiah ) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak 
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dewasa dan mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 10 % ( sepuluh 

persen) setiap Tahun; 

4.   Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya; 

 DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

  - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima  ratus sembilan puluh ribu 

 rupiah); 

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama 

Bekasi tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;  

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat 

Rekonpensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding 

pada tanggal 21 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta 

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, 

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon 

Konpensi/Penggugat Rekonpensi  selanjutnya disebut Terbanding pada hari 

Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana Relaas Surat Pemberitahuan 

Pernyataan Banding yang dibuat  oleh  Jurusita  Pengganti Pengadilan  

Agama  Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks;   

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori  Banding sebagaimana 

Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi 

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tertanggal  18 Oktober 2022; 

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan 

berkas perkara (inzage) pada hari Selasa, tertanggal 01 November 2022, 

akan tetapi Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas 

perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks pada 

tanggal  18 November  2022; 

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas 

perkara banding (inzage) pada hari Selasa,  tanggal 25 Oktober  2022, akan 

tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) 
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sebagaimana  Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal  18 November 

2022; 

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 12 Desember 

2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran 

perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan 

Agama Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/3908/HK.05/XII/2022, tanggal 12 

Desember  2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan 

Terbanding atau Kuasanya; 

   PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama 

berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan 

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan 

banding; 

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 

21 Oktober 2022, sedangkan Putusan perkara a quo diucapkan pada tanggal 

11 Oktober 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan 

dalam tenggat masa 14 (empat belas hari) kerja, sehingga berdasarkan 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan 

Ulangan di Jawa Madura permohonan banding Pembanding secara formal 

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa legal standing 

kuasa hukum Termohon/Terbanding; 

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 123 HIR ayat (1) jo Pasal 1795 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus 
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kepada sesorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka 

Pengadilan. Atas dasar itu Terbanding telah memberi kuasa kepada Dedi 

Rizal Armidi, S.H., Advokat  Pengacara Kantor Advokat & Konsultan Hukum 

pada Kantor Hukum DEDI RIZAL ARMIDI, S.H. & PARTNERS, jalan Serayu 

2 Blok F Nomor 541, Rt. 002 Rw. 007, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan 

Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2022. 

Kemudian Kuasa hukum Terbanding tersebut telah pula melengkapi 

persyaratan sebagai Kuasa Hukum dengan telah melampirkan Berita Acara 

Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Surat Kuasa dari pemberi 

kuasa (Terbanding materiil); 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis 

Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum 

Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa 

Hukum Terbanding tersebut telah mempunyai legal standing untuk beracara 

di Pengadilan Tinggi Agama Bandung; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempela-

jari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding 

serta putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/ 

PA.Bks, tanggal 11 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 

Rabi’ul Awal 1444 Hijriyah. Pembanding tidak menyampaikan memori 

banding dan dengan ketiadaan memori banding, Terbanding tidak pula 

menyampaikan kontra memori banding; 

Menimbang, bahwa pada prinsipnya apa yang telah dipertimbangkan 

dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara a quo yang 

mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi dan mengabulkan 

gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar, sehingga 

diambil alih menjadi pertimbangan sendiri kecuali pertimbangan yang 

dikoreksi dalam mengadili perkara ini. Oleh sebab itu Majelis Hakim 

Pengadilan Tingkat Banding menganggap perlu menambah dan mengoreksi 

pertimbangan sebagai berikut: 
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Dalam Eksepsi 

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi namun tidak ada 

yang terkait langsung dengan kewenangan mengadili baik kewenangan 

relative maupun kewenangan absolut Pengadilan Agama, melainkan eksepsi 

yang berhubungan erat dengan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi 

yang diajukan Terbanding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan 

tersendiri (vide HIR pasal 136). Oleh karena itu diktum putusan Majelis 

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang berkaitan 

dengan  eksepsi tersebut harus dikuatkan; 

Dalam Konvensi 

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama Termohon/ 

Terbanding (vide Berita Acara Sidang halaman 31 dan 32 angka 9-14) telah 

mengilustrasikan kondisi rumah tangganya sudah jauh dari katagori sakinah 

dan mawaddah, namun yang menjadi faktor penyebab hilangnya rasa 

sakinah dan mawaddah ini masing-masing pihak berbeda penilaian. Namun 

muaranya tetap sama yaitu telah sirnanya hubungan batin yang 

menentramkan dan diliputi cinta kasih; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 

permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah mempunyai 

alasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam. Dengan demikian diktum putusan Majelis Hakim Pengadialn 

Tingkat Pertama Dalam Konvensi patut untuk dikuatkan; 

 

Dalam Rekonvensi 

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara dalam 

rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut; 



 

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg 
 

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera 

Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas yang menyatakan Pembanding 

tidak mengajukan memori banding; 

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, memori banding 

merupakan risalah mengenai penjelasan keberatan (memorie van grieven 

atau memory of objection). Namun demikian, berdasarkan sejumlah putusan 

Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa memori banding dan kontra 

memori banding bukan merupakan syarat formil atas keabsahan 

.permohonan banding. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971, 3135 K/Pdt/1983, 881 K/Sip/1973; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 

39 K/Sip/1973 menyatakan bahwa memori banding dapat diajukan selama 

perkara belum diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding. Hal ini mengacu 

pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947  

Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura  yang juga secara ekplisit 

menegaskan bahwa memori banding dan kontra memori banding merupakan 

hak dari kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa dengan tidak mengajukan memori bandingnya, 

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan 

apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama 

Bekasi tersebut; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding 

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam 

Rekonvensi, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C 

angka 5 yang menyatakan: Pengadilan Agama secara ex officio dapat 

menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak 

tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur 

dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka 

meskipun nafkah atas hadlanah tersebut tidak termasuk salah satu petitum 
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gugatan dalam rekonvensi, namun hal tersebut menjadi hak yang melekat 

pada hakim untuk menetapkannya; 

Menimbang, bahwa besaran jumlah kewajiban setiap bulannya yang 

harus diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim 

Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah 

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut   

di atas; 

Menimbang, bahwa urutan amar putusan Majelis Hakim Tingkat 

Pertama seperti tersebut di atas,  Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding 

tidak sependapat karena terdapat pengulangan yang tidak perlu yaitu amar 

putusan Dalam Rekonvensi angka 2 dan 4 sebaiknya digabungkan, amar 

putusan angka 3 dan 5 terdapat pengulangan sehingga diambil amar 

putusan angka 5. Sementara amar putusan yang menyatakan menolak 

permohonan pemohon selain dan selebihnya tidak diperlukan karena semua 

petitum dikabulkan;    

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dipertimbangkan 

oleh Pengadilan Agama Bekasi ditambah dengan pertimbangan-

pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding 

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor  

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 11 Oktober  2022 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 15 Rabi’ul Awal 1444 Hijriyyah,  patut untuk dikuatkan 

dengan perbaikan amar seperti tersebut di bawah ini;  

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI  

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak diantara 

orang yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 89 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan 

kepada Pembanding; 
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Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat 

diterima; 

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor    

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 11 Oktober  2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 15 Rabi’ul Awal 1444 Hijriyyah, dengan 

perbaikan amar sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI 

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; 

DALAM KONPENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan 

talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang 

Pengadilan Agama  Bekasi; 

DALAM REKONPENSI 

1. Mengabulkan gugat Penggugat; 

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadlanah terhadap seorang 

anak Penggugat dan Tergugat bernama (nama anak), tanggal lahir 11 

Desember 2014 dengan kewajiban pada Penggugat memberi akses 

kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak 

tersebut; 

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama  

(nama anak) kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00,-    (tiga juta 

rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 

anak dewasa dan mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 10 %              

(sepuluh persen) setiap Tahun; 
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DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

-  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada 

Tingkat Pertama sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima  ratus 

sembilan puluh ribu  rupiah); 

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding 

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu,  tanggal 21 Desember 

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, 

oleh kami  H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Jeje 

Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung ber-

dasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 12 

Desember  2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 

Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 

Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut 

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai  Panitera 

Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding; 

                                     Ketua Majelis 

 

                                             Ttd. 

 

                               H. Yusuf Effendi, S.H. 

Hakim Anggota                                        Hakim Anggota 

          Ttd.                                                          Ttd. 

   Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.                      Drs. H. Ali Imron, S.H.                            

                                       Panitera Pengganti 

 

                                                 Ttd. 

                                             Pipih, S.H.                                                                                                   
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Perincian biaya perkara banding: 

- Biaya proses   : Rp130.000,00  

- Biaya redaksi    : Rp  10.000,00 

- Biaya materai    : Rp  10.000,00 

  Jumlah               :  Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

 

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh 

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera Muda Banding 

 

 

 

                                      Sidik Widyaksa 

 


